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I. UMUM 

Dalam rangka mengatasi terjadinya hal ikhwal kegentingan yang 

memaksa sebagai akibat adanya  kebijakan Pemerintah Arab Saudi yang 

menetapkan mulai tahun 1430 Hijriyah,  jemaah haji dari seluruh negara 

yang akan menunaikan ibadah haji harus menggunakan paspor biasa 

(ordinary passport) yang berlaku secara internasional, tidak terkecuali 

berlaku juga bagi jemaah haji Indonesia yang selama ini menggunakan 

paspor haji, maka Pemerintah melakukan perubahan terhadap ketentuan 

mengenai Surat Perjalanan Republik Indonesia bagi jemaah haji 

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang 

Keimigrasian.   

Agar terdapat kepastian hukum bagi pelayanan keimigrasian dan 

berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945, Presiden telah menetapkan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian. 

Untuk . . . 

www.djpp.depkumham.go.id

Ditje
n P

era
tur

an
 P

eru
nd

an
g-u

nd
an

ga
n

http://www.djpp.depkumham.go.id

